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PENYELESAITIAN PERSELISIHAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL
MASA PANDEMI COVID-19
DI KABUPATEN SLEMAN

Paryadi', Teo Jurumudi?
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ABSTRACT

This research was conducted by looking for answers to the problem
of the role of the mediator in resolving industrial relations disputes
during the Covid-19 pandemic in Sleman Regency and what obstacles
they faced. This research is a normative juridical research conducted
in Sleman Regency with respondents namely 10 company leaders
and 3 employees, mediators while the method of data collection was
carried out by submitting a list of questions and interviews.. The
data obtained was analyzed using a qualitative descriptive analysis
method, the results obtained, that: The role of the mediator is able
to help the disputing parties by expressing opinions even though the
dispute has not been officially registered with the Manpower and
Transmigration Office and does not impose his views on the problem
during the mediation process. and the Mediator is able to mediate in
dealing with industrial relations disputes so as to create conducive
and harmonious working relations, although not yet optimal. while
the obstacles in mediation come from employers, namely that their
presence is often represented by not being given full power to make
decisions, from workers their emotional control is not maintained, so
trials are often postponed. It is recommended that mediators not only
have hard skills with knowledge of applicable law and employment,
but also must have leadership skills, effective communication, and
emotion skills so that they are able to carry out their duties effectively
and efficiently as well as the presence of important employers so that
the mediation session can run more smoothly. fast and smooth.

Keywords: Covid-19;; mediator. industrial relations disputes.
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ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan mencari jawaban permasalahan
bagaimana peran mediator dalam penyelesaian perselisihan
hubungan industrial masa pandemic covid-19 di Kabupaten
Sleman serta kendala apa yang dihadapinnya. Penelitian ini
merupakan penelitian yuridis normative yang dilakukan
di Kabupaten Sleman dengan responden yaitu 10 pimpinan
perusahaan dan 3 karyawan, mediator sedangkan cara
pengumpulan data dilakukan dengan menyampaikan daftar
pertanyaan serta wawancara. Data yang diperoleh dilakukan
analisis dengan metode analisis diskriptif kualitatif, hasil yang
diperoleh, bahwa: Peran mediator mampu membantu para
pihak yang berselisih dengan cara menyampaikan pendapat
meskipun perselisihan belum didaftarkan secara resmi ke
Disnakertrans serta tidak memaksakan pandangannya atas
masalah selama proses mediasi. serta Mediator mampu menjadi
penengah dalam menghadapi perselisihan hubungan industrial
sehingga dapat tercipta hubungan kerja yang kondosif dan
harmonis, meskipun belum optimal. sedangkan hambatan
dalam mediasi dari pengusaha, yaitu sering kehadirannya
diwakilkan dengan tidak diberi kuasa penuh untuk mengambil
keputusan, dari pekerja kurang terjaga pengendalian
emosionalnya, sehingga sidang sering ditunda. Rekomendasi
mediator tidak hanya mempunyai hardskill dengan memiliki
kemampuan pengetahuan tentang hukum yang berlaku dan
ketenagakerjaan saja, tetapi juga harus memiliki kemampuan
leadership skill, efective communication, dan emotion skill
sehingga mampu menjalankan tugas secara efektif dan efisien
serta kehadiran pengusaha penting agar sidang mediasi dapat
berjalan lebih cepat dan lancar.

Kata kunci: Covid-19; mediator; perselisihan hubungan
industrial.

PENDAHULUAN

Sesuai dengan prinsip yang dianut dalam hubungan industrial
yang berlandaskan Pancasila bahwa hubungan industrial bertuju-
an untuk menciptakan ketenangan atau ketentraman kerja serta
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ketenangan usaha; meningkatkan produksi; meningkatkan kesejah-
teraan pekerja serta derajatnya sesuai dengan martabat manusia.
Oleh karena itu hubungan industrial yang berlandaskan Pancasila
harus dilaksanakan sesuai atas tri-kemitraan (three-partnerships)
yaitu patnership inresponsibility, patnership in production dan
partnership in profit[1]

Interaksi yang efektif antara pekerja dan manajemen perlu
diciptakan dan dipelihara untuk menghasilkan produk/output
sesuai dengan harapan kedua belah pihak. Pada dasarnya pekerja
dan pengusaha sama-sama menginginkan terciptanya hubungan
kerja yang harmonis agar kepentingan masing-masing pihak da-
pat terwujud. Pekerja menginginkan peningkatan kesejahteraan
sementara pengusaha menginginkan profit dan terkendalinya
kelangsungan usahanya. Namun dalam realita di lapangan tidak
jarang masing-masing pihak bersikukuh mengutamakan dan
mempertahankan kepentingannya masing-masing.

Apalagi dengan adanya pandemic Covid-19, perusahaan tidak
sedikit yang mengambil langkah mengurangi biaya operasional,
dengan mengambil jalan pintas yaitu melakukan pemutusan
hubungan kerja dengan pekerja, baik dilakukan melalui prose-
dural bahkan tidak jarang dilakukan dengan jalan non prosedural,
sehingga ujung-ujungnya menimbulkan perselisihan hubungan
kerja yang berawal dari perselisihan hak maupun akibat pemutusan
hubungan kerja, yang dalam penyelesaiannya tidak tercapai titik
temu yang mengakibatkan timbulnya perselisihan hubungan
industrial.

Perselisihan hubungan industrial merupakan perbedaan
pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha
atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat
pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai
hak, perselisihan kepentingan, pemutusan hubungan kerja dan
perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusa-
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haan, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industril.

Didalam perselisihan hubungan industrial pada dasarnya
wajib diselesaikan secara bipartit terlebih dahulu yang merupakan
penyelesaian secara musyawarah antara pekerja/buruh atau serikat
pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk mencapai kese-
pakatan [2], akan tetapi seringkali penyelesaiannya tidak sesuai
dengan yang diharapkan oleh para pihak, sehingga penyelesaian
bipartite mengalami kegagalan. Oleh karena itu perselisihan ter-
sebut diteruskan oleh para pihak atau salah satu pihak yang
biasanya dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan untuk didaf-
tarkan ke Dinas yang menangani ketenagakerjaan agar diselesai-
kan melalui mediasi

Penyelesaian sengketa melalui mediasi juga diharapkan dapat
menyelesaikan permasalahan hingga tuntas sehingga permasalahan
tidak berlarut-larut hingga diajukan upaya penyelesaian melalui
pengadilan [3].

Mediasi merupakan penyelesaian perselisihan hak, perselisih-
an kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, perse-
lisihan antar serikat pekerja/buruh hanya dalam satu perusahaan
nelalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih me-
diator yang netral dari pegawai instansi pemerintah yang bertang-
gung jawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-
syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh Menteri untuk
bertugas melakukan mediasi.

Penyelesaian melalui mediasi ini merupakan alternatif penyele-
saian sengketa yang dikendalikan sepenuhnya oleh mediator
untuk mengakomodasi kepentingan masing-masing. Tugas pokok
mediator Hubungan Industrial selain menyelesaikan perselisihan
hubungan industrial juga mempunyai tugas melakukan Pembinaan,
Pengembangan Hubungan Industrial yang diharapkan hubungan
antara pengusaha dengan pekerja akan tetap harmonis, sehingga
proses produksi akan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Di
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dalam upaya mediasi dalam penyelesaian perselisihan hubungan
industrial memiliki ciri khas yang berbeda dengan penyelesaian
sengketa perdata pada umumnya [4].

Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyele-
saiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara
musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal perundingan
bipartit gagal, maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan
perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan setempat, jika para pihak perselisihan tidak dise-
rahkan melalui konsiliasi atau arbitrase, maka penyelesaiannya
ditangani oleh mediator.

Harapan dari para pihak yang berselisih dengan mencatatkan
perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di
bidang ketenagakerjaan setempat adalah perselisihannya dapat di-
selesaikan dan terselesaikan, dengan putusan final yang berupa
anjuran tertulis.

Terhadap para pihak diberi kebebasan untuk menerima atau
menolak anjuran tersebut dalam jangka waktu 10 hari setelah dite-
rimanya anjuran. Pihak yang menyetujui atau menerima Anjuran
dari Mediator menganggap bahwa perselisihan telah terselesaikan,
namun bagi pihak yang menolak anjuran tersebut mediator tidak
mempunyai kewenangan memaksanya.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dapat dirumuskan
permasalahan sebagai berikut: bagaimana peranan Mediator
dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada masa
pandemik Covid-19 di Kabupaten Sleman? Serta Hambatan apa
saja yang dihadapi oleh mediator dalam penyelesaian perselisihan
hubungan industrial di Kabupaten Sleman?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pende-
katan yuridis normative, dengan mengambil lokasi penelitian
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di Kabupaten Sleman, sedangkan sebagai responden adalah 10
Pimpinan perusahaan atau yang mewakilinya, pekerja masing-
masing perusahaan 3 orang Mediator Disnakertrans Kabupaten
Sleman. Data dalam penelitian ini meliputi dua macam, yaitu data
primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan
cara pengamatan secara langsung ke lapangan untuk memperoleh
keterangan yang relevan dengan objek penelitian melalui wawan-
cara mendalam (Indepth Interview), dengan pedoman wawancara
(Interview guide) yang dibuat sebelum terjun ke lapangan yang
digunakan sebagai pengarah pada saat wawancara. Untuk data
sekunder dikumpulkan dengan studi pustaka, yang meliputi
buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan hasil
penelitian yang relevan.

Data yang telah tekumpul selanjutnya dianalisis menggunakan
analisis deskriptif yaitu dengan mengubah kumpulan data mentah
menjadi bentuk yang lebih dipahami dalam informasi yang lebih
ringkas dalam arti pembaca akan mudah memperoleh deskripsi
atau gambaran dalam hal hasil informasi diubah menjadi analisis
deskriptif. Analisis ini juga digunakan untuk mengubah infomasi-
informasi yang diperoleh dari wawancara, lalu dikaitkan dengan
teori atau kaidah hukum yang berlaku.

HASIL

Peranan Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dinyatakan
sebagai sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pim-
pinan yang terutama, (terjadinya sesuatu hal atau peristiwa)
missal tenaga akhli, buruh pun memegang peranan penting juga
di pembangunan negara[5].

Peranan juga dapat dikatakan merupakan aspek dinamis ke-
dudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewa-
jibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu
peranan sehingga peranan tidak dapat dipisahkan dengan kedu-
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dukan[6]. Oleh karena itu peranan merupakan suatu rangkaian
perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan
tertentu dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu.

Pada dasarnya hubungan antara pengusaha dengan pekerja
dilakukan adanya perjanjian kerja yang yang memuat syarat-syarat
kerja, hak dan kewajiban para pihak dalam bentuk perjanjian
kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak
Tertentu (PKWTT).

Perjanjian Kerja waktu Tertentu juga dapat didasarkan atas
jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu, yaitu
pada dasarnya pekerjaan yang tidak terlalu lama atau pekerjaan
musiman atau yang merupakan pekerjaan yang berhubungan
dengan produk baru, atau produk tambahan yang masih dalam
percobaan atau penjajakan

Pekerjaan waktu tertentu yang didasarkan pada selesainya
suatu pekerjaan tertentu, dibuat untuk pekerjaan tertentu, di
mana pekerjaan itu sekali selesai atau pekerjaan tersebut yang
sementara sifatnya, atau pekerjaan tersebut jenis dan sifatnya atau
kegiatannya bersifat tidak tetap yang kesemuanya itu pekerjaan
tersebut diperkirakan penyelesaiaanya dalam waktu tidak terlalu
lama dan paling lama 5 (lima) tahun.

Pekerjaan waktu tertentu yang bersifat musiman, merupakan
pekerjaan yang tergantung pada musim atau cuaca serta kondisi
tertentu, misalkan pekerjaan tambahan yang dilakukan untuk me-
menuhi pesaan atau target tertentu.

Perjanjian kerja waktu tertentu tersebut dapat dibuat untuk
paling lama 5 tahun, dan dalam hal perjanjian tersebut akan ber-
akhir sedangkan pekerjaan yang dilaksanakan belum selesai,
maka dapat dilakukan perpanjangan sampai dengan jangka waktu
sesuai kesepakatan, dengan ketentuan jangka waktu keseluruhan
perjanjian kerja waktu tertentu beserta perpanjangannya tidak
lebih dari 5 (lima) tahun.
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PKWT yang didasarkan pada selesainya suatu pekerjaan
tertentu, dibuat untuk pekerjaan atas dasar kesepakatan para
pihak dalam Perjanjian kerja, dengan memuat mengenai ruang
lingkup dan batasan suatu pekerjaan selesai dan lamanya waktu
penyelesaian pekerjaan disesuaikan dengan selesainya suatu
pekerjaan. Dalam hal pekerjaan yang dimaksud selesai lebih cepat
dari waktu yang disepakati, maka putus demi hukum pada saat
selesainya pekerjaan.

Dalam hal pekerjaan tertentu yang ditentukan dalam PKWT
belum dapat terselesaikan sesuai lamanya waktu yang disepakati,
maka jangka waktu PKWT dapat diperpanjang sampai batas
waktu tertentu hingga selesainya pekerjaan.

Terhadap PKWT atas pekerjaan tertentu yang sementara sifat-
nya, atau pekerjaan tersebut jenis dan sifatnya atau kegiatannya
bersifat tidak tetap yang kesemuanya itu pekerjaan tersebut diper-
kirakan penyelesaiaanya dalam waktu tidak terlalu lama dan
paling lama 5 (lima) tahun.

Pekerjaan waktu tertentu yang bersifat musiman, merupakan
pekerjaan yang tergantung pada musim atau cuaca serta kondisi
tertentu, misalkan pekerjaan tambahan yang dilakukan untuk
memenuhi pesaan atau target tertentu.

Perjanjian kerja waktu tertentu tersebut dapat dibuat untuk
paling lama 5 tahun tersebut akan berakhir dan pekerjaan yang
dilaksanakan belum selesai maka dapat dilakukan perpanjangan
dengan jangka waktu sesuai kesepakatan, dengan ketentuan
jangka waktu keseluruhan perjanjian kerja waktu tertentu beserta
perpanjangannya tidak lebih dari 5 (lima) tahun.

Perjanjian kerja waktu tertentu yang berdasarkan selesainya
suatu pekerjaan tertentu, didasarkan atas kesepakatan para pihak
yang dituangkan dalam perjanjian kerja dengan memuat ruang
lingkup, batasan suatu pekerjaan dinyatakan selesai dan lama-
nya waktu penyelesaian pekerjaan sesuai dengan selesainya suatu
pekerjaan. Dalam hal pekerjaan tertentu yang diperjanjikan dalam
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perjanjian kerja waktu tertentu dapat diselesaikan lebih cepat dari
lamanya waktu yang disepakati, maka perjanjian kerja waktu
tertentu tersebut putus demi hukum pada saat selesainya pekerjaan

Dalam hal pekerjaan tertentu yang diperjanjikan dalam
perjanjian kerja waktu tertentu belum dapat diselesaikan sesuai
lamanya waktu yang disepakati, maka jangka waktu perjanjian
kerja waktu tertentu dilakukan perpanjangan sampai batas waktu
tertentu hingga selesainya pekerjaan.

PKWT yang dapat dilaksanakan terhadap pekerjaan tertentu
lainnya yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap
baik dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta pembayaran
upah pekerja berdasarkan kehadiran dapat dilakukan dengan
perjanjian kerja harian dengan ketentuan pekerja bekerja kurang
dari 21 (dua puluh satu hari) dalam satu bulan.dan pengusaha
yang meperjakan dapat dibuat Perjanjian Kerja Harian secara
tertulis dengan pekerja, dan dapat dibuat secara kolektif, namun
bila pekerja/buruh bekerja 21 hari atau lebih selama 3 bulan ber-
turut-turut atau lebih maka Perjanjian Kerja Harian demi hukum
berubah berdasarkan PKWTT.

Hubungan industrial ini pada dasarnya merupakan suatu
system hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses
produksibarang dan/jasa yang terdiri atas unsur pengusaha, pekerja/
buruh dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan industrial juga dapat
diartikan merupakan tatanan yang menunjukkan keterhubungan
(interrelasi, interaksi) diantara para pelaku produksi (production
actors), yang satu sama lain saling ketergantungan dan pengaruh
mempengaruhi, untuk mencapai tujuan bisnis organisasi dalam
rangka memenuhi kebutuhan masyarakat baik barang maupun
jasa[7]. Di dalam pelaksanaan hubungan industrial dilandaskan
pada dua asas yaitu asas kekeluargaan, gotong royong dan asas
musyawarah mufakat. Sebagai manifestasi dari kedua asas ter-
sebut, maka hubungan industrial mendasarkan diri pada 3 asas
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kerjasama yaitu: Kerjasama dalam produksi (partner in product),
yaitu antara pekerja dengan pengusaha adalah teman seperjuangan
dalam proses produksi, oleh karena itu antara keduanya wajib
bekerjasama dalam meningkatkan dan menaikkan produktivitas.
Kerjasama dalam menikmati hasil perusahaan. Hal ini berarti
antara pekerja dengan pengusaha merupakan teman seperjuangan
dalam pemerataan menikmati hasil perusahaan, sehingga hasil
usaha yang diterima perusahaan dinikmati pula dengan bagian
yang layak dan serasi dengan prestasi kerja;. Dan Kerjasama dalam
bertanggung jawab, Antar pekerja dengan pengusaha merupakan
teman seperjuangan dalam bertanggung jawab terhadap Tuhan
Yang Maha Esa, bangsa dan negara, masyarakat sekeliling, pekerja
dan keluarga serta terhadap perusahaan dimana ia bekerja.

PEMBAHASAN

Karateristik perusahaan Industri Pengolahan dilihat dari
jumlah pekerja, maka dapat dibedakan kedalam 4 (empat) golongan
yaitu : industri Besar (jumlah tenaga kerja 100 orang atau lebih),
Industri Sedang (jumlah tenaga kerja 20-99 orang), Industri Kecil
(dengan jumlah tenaga kerja 5-19 orang) serta Industri Rumah
Tangga (dengan jumlah tenaga kerja 1-4 orang).

Dari kriteria tenaga kerja yang diperjakan pada perusahaan,
berdasarkan data Biro Pusat Statistik Kabupaten Sleman industri
kecil sebanyak 16.830 industri yang mepekerjakan 68.749 tenaga
kerja yang tersebar pada 17 kecamatan, sedangkan untuk industry
menengah dan besar berjumlah 175 industri, dengan mem-
pekerjakan 66.914 pekerja, sedangkan jika dilihat dari pemodalan
terdiri dari: Penanaman Modal Asing (PMA) 66 perusahaan
dengan 8.951 pekerja; Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
60 perusahaan dengan 12.986 pekerja Non PMA/PMDN 35.628
perusahaan yang 292.585 pekerja
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Berdasarkan registrasi pada Dinas Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi Kabupaten Sleman perselisihan hubungan industrial
pada masa pandemic covid-19, pada tahun 2020 perselisihan
hubungan industrial yang terjadi adalah Perselisihan hak 6 per-
selisihan dan pemutusan hubungan kerja 30 perselisihan dengan
tenaga kerja yang terlibat 109 orang, sedangkan pada tahun 2021,
perselisihan hak 1 perkara, pemutusan hubungan kerja 27 perkara
dan perselisihan antar organisasi pekerja dalam satu perusahaan 1
perkara dengan jumlah tenaga kerja 151 orang.

Selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2021
di Kabupaten Sleman terdaftar ada 67 (enam puluh tujuh) kasus
perselisihan hubungan industrial dengan rincian Perselisihan
hak 7 (tujuh) kasus, perselisihan kepentingn tidak ada kasus,
perselisihan Pemutusan Hubunan Kerja 59 kasus (lima puluh
Sembilan) kasus serta 1 (satu) kasus perselisihan antar organisasi
pekerja dalam satu perusahaan.

Dari 38 (tiga puluh delapan) kasus perselisihan hubungan
industrial yang terjadi pada tahun 2020, sebanyak 25 kasus (67%)
tercapai kesepakatan dengan dibuatnya Perjanjian Bersama (PB),
sedangkan 13 (tiga belas) kasus perselisihan hubungan industrial
mediator mengeluarkan anjuran,

Perselisihan Hubungan Industrial pada tahun 2021 yang
terdaftar pada Disnakertrans Kabupaten Sleman berjumlah 29
(dua puluh Sembilan) kasus perselisihan, dan tercapai kesepakatan
dengan dibuatnya Perjanjian Bersama sebanyak 18 (delapan belas)
kasus atau 62%.

Pembuatan Perjanjian Bersama tersebut dibuat antara peng-
usaha dengan pekerja dengan dibantu oleh Mediator, dan ditanda-
tanganinya serta mediator sebagai saksi.

Perjanjian Bersama tersebut merupakan satu kesatuan dengan
perjanjian kerja yang telah dibuatnya, Kemudian didaftarkan
ke Pengadilan Hubungan Industrial dan akan diberi Bukti Pen-
daftaran.
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Melihat bahwa perkara perselisihan hubungan industrial yang
ditangani oleh mediator baik pada tahun 2020-2021 yang berhasil
mencapai musyawarah lebih dari 50% perkara yang dilanjutkan
dengan pembuatan Perjanjian Bersama, hal ini menunjukan bahwa
Mediator telah mampu berperan dalam penyelesaian perselisihan
hubungan industrial sehingga terciptanya hubungan kerja yang
kondusif dan harmonis

Untuk kasus perselisihan yang tidak tercapai kesepakatan/
tidak tercapai Perjanjian Bersama, Mediator membuat anjuran
selambat-lambatnya 10 hari kerja terhitung sejak sidang mediasi
pertama harus sudah disampaikan kepada para pihak, anjuran
mana para pihak dapat menerima dengan menyampaikan secara
tertulis dalam jangka waktu 10 hari kerja atau menolak anjuran
atau tidak adanya jawaban, maka pihak yang tidak memberi
jawaban dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, dianggap
menolak anjuran Mediator.

SIMPULAN

Peran mediator mampu membantu para pihak yang berselisih
dengan cara menerima konsultasi meskipun perselisihan terse-
but belum didaftarkan secara resmi ke Disnakertrans, tidak me-
maksakan pandangan atau penilaiannya atas masalah-masalah
selama proses mediasi berlangsung. Serta mampu menjadi
penengah dalam menghadapi persoalan perselisihan hubungan
industrial sehingga tercipta hubungan kerja yang harmonis,
meskipun belum optimal.

Hambatan dalam mediasi dari pengusaha, sering mewakilkan
kehadirannya tanpa kuasa penuh dalam mengambil keputusan,
sedangkan hambatan dari pekerja berupa kurang terjaga em-
osionalnya sehingga mediatorselaku pimpinan, sidang mediasi
diskorsing.
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Rekomendasi yang disampaikan bahwa mediator tidak hanya
mempunyai kemampuan hardskill dengan memiliki kemampuan
pengetahuan tentang hukum dan peraturan perundangan yang
berlaku dan peraturan ketenagakejaan saja, tetapi juga harus
memiliki kemampuan leadership skill, etfective communication,
dan emotive skill/ sehingga mampu memediasi secara efektif,
efisien dan optimal serta mewajibkan kehadiran pengusaha, se-
hingga sidang mediasi dapat berjalan lebih cepat dan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Agusmidah, Dilematika Hukum Ketenagakerjaan. Jakarta, 2011.

[2] M. Lilik and A. Subroto, Penyelesaian Perkara Pengadilan
Hubungan Industrial dalam Teori dan Praktek. Bandung, 2011.

[3] A. Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, no. 5.
Jakarta: sinar grafika, 2009.

[4] I. N. J. Kesuma, “Mediasi Hubungan Industrial Sebagai
Upaya Alternatif Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial,” . advokasi, vol. Vol 8 No 1, pp. 59-71, 2018.

[6] WIJS. Poerdaminta, Pengantar Kamus Umum Bahasa Indonesia.
Jakarta: balai pustaka, 2001.

[6] Soerjono. and Soekanto, Sosiologi Suatu Perngantar. Jakarta:
raja grafindo persada, 2009.

[7] A. D. Kartawijaya, Hubungan Industrial. Bandung: alfabeta,
2018.

[8] R A Aisyah Putri Permatasari, “PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI PEKERJA KONTRAK YANG DI PHK SAAT MASA
KONTRAK SEDANG BERLANGSUNG,” 2018, [Online].
Available: https://jurnal.untagsby.ac.id/index.php/
mimbarkeadilan/article/view/1608



